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ABSTRAK

PNS sebagai bagian dari ASN memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara. Diharapkan pelatihan dasar CPNS dapat menjadi
wadah penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Pada pelaksanaan aktualisasi ini,
didapati isu prioritas di lingkungan kerja Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja yaitu
“Belum efisiennya proses penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan
dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)”. Melalui analisis McNamara diperoleh
“Pembuatan video tutorial penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan
dekonsnetrasi dan Tugas Pembantuan (TP)” sebagai prioritas pemecahan isu. Kegiatan
yang telah dilakukan selama aktualisasi yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait
pembuatan video tutorial aktualisasi, membuat rancangan pembuatan video tutorial,
membuat video tutorial, melakukan pre-test kepada anggota kelompok substansi evaluasi
dan pelaporan, melakukan penyebarluasan video tutorial kepada anggota kelompok
substansi evaluasi dan pelaporan, melakukan post-test kepada anggota kelompok
substansi evaluasi dan pelaporan, melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas provinsi yang
membidangi ketenagakerjaan, serta melakukan evaluasi akhir dan pelaporan dari
rangkaian kegiatan aktualisasi pembuatan video tutorial penyusunan bahan monitoring
dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP). Meskipun beberapa
kegiatan menemui kendala, namun dapat diantisipasi sehingga semua kegiatan terlaksana
dengan baik. Pelaksanaan aktualisasi membantu memecahkan salah satu masalah
organisasi. Nilai dasar ASN BerAKHLAK yang paling dominan dalam kegiatan
aktualisasi ini adalah nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif.

Kata Kunci : Video Tutorial, Penyusunan Bahan, Dekonsentrasi dan TP
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Sejalan dengan diterapkannya UU ASN nomor 5 tahun 2014, Calon PNS
(CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses
pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang
unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi
bidang. Masa percobaan bagi CPNS tersebut dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu)
tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, instansi pemerintah wajib memberikan
pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, dan
pelatihan ASN sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014. Berdasarkan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pelatihan dasar CPNS dapat
dilaksanakan melalui pelatihan klasikal maupun Blended Learning. Blended Learning
dilaksanakan melalui 3 tahap pembelajaran, yakni pelatihan mandiri, distance
learning, dan pembelajaran klasikal yang bertempat di tempat penyelenggaraan
Blended Learning.

Struktur kurikulum dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS terbagi
atas 4 (empat) agenda, diantaranya (1) agenda sikap perilaku bela negara, (2) agenda



nilai—nilai dasar PNS, (3) agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung
terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan (4) agenda habituasi. Sementara itu, Kompetensi yang ingin
dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan
karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi tersebut diukur
berdasarkan kemampuan (1) menunjukkan sikap perilaku bela negara, (2)
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, (3)
mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart
governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4)
menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang
tugas.

Pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS agenda keempat yakni agenda
habituasi, peserta dituntut untuk dapat membuat rancangan aktualisasi yang berkaitan
dengan dengan tugas dan fungsi di instansi tempat bekerja. Rancangan aktualisasi
tersebut digunakan sebagai salah satu media untuk mengaktualisasikan materi yang
telah didapatkan selama pembelajaran dalam rangkaian pelatihan dasar CPNS. Selain
itu, rancangan aktualisasi juga bermanfaat sebagai sarana untuk membiasakan diri
dalam menerapkan nilai-nilai ASN yang telah dipelajari agar dapat diimplementasikan
di lingkungan kerja.

Dalam rancangan aktualisasi ini, penulis mengangkat sebuah isu yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi kelompok substansi Evaluasi dan Pelaporan pada
Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. Isu
tersebut berupa belum efisiennya proses penyusunan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP). Dengan demikian, ditetapkan
bahwa judul dari rancangan aktualisasi ini adalah “Pembuatan Video Tutorial
Penyusunan Bahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (TP) bagi Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan di Biro
Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kemnaker”. Dengan adanya video tutorial
ini, diharapkan dapat mempermudah dan membantu anggota kelompok substansi

Evaluasi dan Pelaporan dalam melakukan penyusunan bahan bahan monitoring dan



evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) sehingga dapat
meningkatkan efisiensi proses penyusunan bahan tersebut.
B. Tujuan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang

dilakukan secara terintegrasi. Setelah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dan menyusun

rancangan aktualisasi, penulis diharapkan mampu:

1) Mengaktualisasikan sikap perilaku bela negara;

2) Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK vyang meliputi
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif;

3) Menerapkan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart
governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Menguasai kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan jabatan

masing-masing.

C. Manfaat
1. Manfaat bagi penulis
Penulis diharapkan mampu memahami serta menerapkan nilai—nilai ASN
BerAKHLAK di instansi tempat ditugaskan, memahami kedudukan dan peran
PNS dalam mendukung Smart Governance, serta mampu mengimplementasikan
kompetensi teknis sesuai dengan jabatannya.
2. Manfaat bagi instansi kerja
Manfaat bagi instansi kerja adalah mendapatkan kontribusi dari penulis
untuk meningkatkan kinerja unit kerja serta dalam rangka mencapai visi dan misi

organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :
1) Judul rancangan aktualisasi ini adalah “Pembuatan Video Tutorial Penyusunan
Bahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



2)

3)

4)

(TP) bagi Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan di Biro Perencanaan dan

Manajemen Kinerja Kemnaker ;

Kegiatan rancangan aktualisasi dilaksanakan di Biro Perencanaan dan Manajemen

Kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Rl yang beralamat di

JI. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kode pos 12750;

Kegiatan rancangan aktualisasi akan dilakukan selama 26 hari kerja terhitung

mulai 2 September 2023 hingga 3 Oktober 2023. Selanjutnya seminar hasil

aktualisasi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023;

Kegiatan yang akan dilakukan saat aktualisasi meliputi:

a. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan
aktualisasi;

b. Menyusun rancangan pembuatan video tutorial,

c. Membuat video tutorial;

d. Melakukan penyebarluasan video tutorial kepada anggota kelompok substansi
evaluasi dan pelaporan;

e. Melakukan evaluasi dan pelaporan dari hasil aktualisasi.
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PROFIL ORGANISASI

A. Gambaran Umum Organisasi

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Kemnaker RI adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Ibu Dr. Hj. Ida
Fauziyah, M.Si. Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan VVokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Inspektorat Jenderal, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan,
Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional,
Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan
Kebijakan Publik, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, dan

Pusat Pasar Kerja.

1. Dasar Hukum Organisasi

Pada tanggal 19 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
menetapkan jumlah kementerian yang akan dibentuk untuk kelangsungan
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, pada saat itu tidak ada
kementerian khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan. Semua tugas dan fungsi
yang berkaitan dengan masalah perburuhan masih berada di bawah Kementerian Sosial.
Kemudian sejak 3 Juli 1947, ditetapkan adanya Kementerian Perburuhan dan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok

Kementerian Perburuhan



Pada masa transisi tahun1966 hingga 1969, Kementerian Perburuhan berubah
nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Pada pembentukan Kabinet
Pembangunan I, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Koperasi. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang
mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan I11, unsur koperasi dipisahkan sehingga terjadi
perubahan nama menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).
Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi,
sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker. Susunan organisasi dan tata kerja
Depnaker ditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984.

Pada masa reformasi, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi
kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada
Keputusan Presiden Rl Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang kemudian diubah namanya
menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Indonesia.
Penamaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) ini terus
digunakan selama periode kabinet Gotong Royong, Indonesia Bersatu, dan Indonesia
Bersatu Il. Kemudian sejak Kabinet Kerja tahun 2014, Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi berubah nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

atau Kemnaker RI.

2. Tugas Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Ketenagakerjaan
menyelenggarakan fungsi yang meliputi :



1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan Kkerja, peningkatan
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Ketenagakerjaan;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;

6. Perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan
data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
dan

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Biro Perencanaan dan
Manajemen Kinerja merupakan unit kerja yang berada di bawah naungan Sekretariat
Jenderal. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan, penyerasian, dan
pengintegrasian rencana, program, dan anggaran, manajemen kinerja, evaluasi dan
pelaporan.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan
Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, pembinaan, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana,
program dan anggaran kementerian;
b. Koordinasi, pembinaan, pelaksanaan

c. manajemen Kinerja kementerian;



d. Koordinasi, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kementerian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun
2020-2024, diketahui bahwa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Perencanaan dan
Manajemen Kinerja ada 2 (dua), yakni Maturitas SPIP dan Nilai AKIP.

Secara lebih lanjut, berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator
Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, pengelompokan
uraian fungsi Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas kelompok substansi
manajemen Kkinerja, kelompok substansi perencanaan program dan anggaran |,
kelompok substansi perencanaan program dan anggaran I, dan kelompok substansi
evaluasi dan pelaporan.

Saat ini penulis ditempatkan di kelompok substansi Evaluasi dan Pelaporan.
Kelompok substansi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan evaluasi dan pelaporan
kementerian serta penyiapan bahan pimpinan. Kelompok substansi evaluasi dan
pelaporan terdiri atas:

1. Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan |

Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan | mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan evaluasi dan

pelaporan kementerian serta penyiapan bahan pimpinan di bidang pelatihan
vokasi dan produktivitas serta penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja.

2. Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan II;

Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan Il mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan evaluasi dan

pelaporan kementerian serta penyiapan bahan pimpinan di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan dan

keselamatan dan kesehatan kerja.



3. Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan 111
Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan 111 mempunyai tugas melakukan
pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan evaluasi dan
pelaporan Kementerian serta penyiapan bahan pimpinan di bidang perencanaan

dan pengembangan ketenagakerjaan, kesekretariatan, dan pengawasan intern.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang terdapat pada Biro Perencanaan dan Manajemen
Kinerja adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Biro Perencanaan dan
Manjemen Kinerja

Subbagian Tata Usaha
| 1 1 1
Kelompok Substansi Kelompok Substansi . Kelompok Substansi
Perencanaan dan Perancanaan dan Kelompok Substansi Evaluasi dan
Penganggaran | Penganggaran Il Manajemen Kinerja Pelaporan
Subkelompok Subkelompok
Substansi - Substansi Subkelompok Subkelgmpok .
Perencanaan dan Perencanaan dan —substansi Manajemen| [ Substansi Evaluasi
Penganggaran | Penganggaran IV Kinerja | dan Pelaporan |
Subkelompok Susbksli)mppk
| Substansi — 5 uos an5|d Subkelompok Subkelf)mpok )
Perencanaan dan Perencanaan 3\7 L Substansi Manajemen | [ Substansi Evaluasi
Penganggaran |l enganggaran Kinerja Il dan Pelaporan I
Subkelompok
Substansi Subkelompok
Perencanaan dan — Substansi Evaluasi
Penganggaran VI dan Pelaporan IlI

Kelompok Jabatan
Fungsional




4. Visi/Misi Organisasi
Visi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yakni “Terwujudnya Tenaga Kerja
yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera”. Sementara itu, misi dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI yakni “Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan
penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja” dengan
rincian :
a. Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan
masyarakat transmigrasi;
b. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga
kerja;
c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan;
d. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah, dan;
e. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan
prinsip kepemerintahan yang baik (good govermance), yang didukung oleh

penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

5. Nilai-Nilai Budaya Organisasi
Berdasarakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 tahun 2015 tentang
Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan, nilai-nilai
organisasi Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas jujur, profesional, solid, kreatif dan
melayani. Nilai-nilai tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:
e Jujur - integritas di atas segalanya;
o Profesional : hasil kerja akuntabel,
e Solid : satu untuk semua, semua untuk satu;
o Kreatif : kaya gagasan;
e Melayani : pemangku kepentingan adalah raja.
Meski demikian, nilai-nilai budaya tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak
diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan,

Budaya kerja ASN yang saat ini berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan
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melalui nilai dasar BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

. Tugas dan Fungsi Peserta

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional
Statistisi, tugas jabatan fungsional statistisi yaitu melaksanakan pengelolaan
penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemudian, tugas penulis di Biro Perencanaan dan
Manajemen Kinerja adalah melakukan kegiatan statistik di lingkungan unit kerja,
khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kelompok substansi evaluasi dan

pelaporan.

. Role Model

Gambar 2. Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Anwar Sanusi, Ph.D.

Bapak Anwar Sanusi, Ph.D. lahir di Ponorogo, 17 November 1968. Beliau saat
ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dan sudah menjabat sejak 5 Agustus 2020. Selama beliau menjadi ASN,
banyak keteteladanan yang dapat ditiru dari beliau yang sesuai dengan nilai-nilai ASN
BerAKHLAK, diantaranya:

1) Berorientasi Pelayanan
Terdapat banyak kontribusi yang telah dilakukan Bapak Anwar Sanusi untuk
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terus berupaya memahami dan memenuhi kenutuhan masyarakat, khususnya di
bidang ketenagakerjaan. Misalnya kontribusi beliau dalam melakukan
pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas
(BLKK) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2) Akuntabel
Tidak menyalahgunakan wewenang dan bertindak dengan jujur merupakan
implementasi dari sikap akuntabel. Sikap ini terlihat ketika beliau masih menjadi
Direktur Pusat Studi Kinerja Kelembagaan. Saat itu, beliau mengikuti seleksi
untuk menjadi Sekretaris Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Beliau mengikuti seleksi
melalui sistem rekrutmen terbuka yang sangat kompetitif dan akhirnya berhasil
menjadi Sekretaris Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2015.

3) Kompeten
Terkait dengan kompetensi, ada banyak hal yang bisa kita teladani dari beliau.
Belum lama ini, Bapak Anwar Sanusi dikukuhkan sebagai profesor dalam
bidang llmu Kebijakan Publik (pengembangan perdesaan) di Universitas
Brawijaya (UB). Beliau tercatat sebagai profesor pertama yang dikukuhkan oleh
FISIP UB. Beliau juga telah melakukan banyak penelitian, baik yang bertaraf
nasional maupun internasional. Selain itu, pada tahun 2004 beliau juga
mendapatkan penghargaan satyalencana 10 tahun dan pada tahun 2014
mendapatkan penghargaan satyalencana karya satya 20 tahun dari Presiden RI.

4) Harmonis
Salah satu sikap harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Anwar Sanusi yakni
beliau seringkali mengadakan acara NgoPi Halal (Ngobrol Pintar dan Halal Bi
Halal) bersama para pejabat yang ada di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk berdiskusi dan menciptakan kondisi lingkungan kerja
yang kondusif.

5) Loyal
Bapak Anwar Sanusi senantiasa memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD

1945 selama beliau menjadi ASN. Jika dikaitkan dengan penghargaan
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satyalencana yang pernah beliau dapatkan, maka sudah terbukti bahwa beliau
adalah ASN yang loyal karena penghargaan satyalencana hanya diberikan
kepada para PNS yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan.

6) Adaptif
Beliau turuf aktif menjadi salah satu pencetus terbentuknya pusat pasar kerja di
Kemnaker RI. Pusat Pasar Kerja merupakan respons Kemenaker terhadap
berbagai problematika ketenagakerjaan. Problematika tersebut diantaranya
masih lemahnya link and match antara permintaan serta penawaran
ketenagakerjaan, tingginya angka pengangguran, dan setumpuk persoalan
lainnya. Oleh karena itu, dibentuknya pusat pasar kerja merupakan salah satu
inovasi yang dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di
Indonesia.

7) Kolaboratif
Bapak Anwar Sanusi juga mengajak antar unit di Kemnaker maupun
kementerian/lembaga lain untuk bersinergi dan melakukan kolaborasi dalam
optimalisasi sistem informasi pasar kerja yang telah ada saat ini sehingga

nantinya dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
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BAB Il
TINJAUAN LITERATUR

A. Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS merupakan wadah untuk memperkuat
nilai-nilai dasar profesi ASN yang harus diimplementasikan oleh seluruh ASN. Nilai
dasar ASN BerAKHLAK meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
1. Berorientasi Pelayanan

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), diamanatkan bahwa tujuan didirikannya NKRI antara
lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi
kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang
mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Menurut, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan
publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan
pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik,
yaitu:

Kepentingan umum;

A

Kepastian hukum;

Kesamaan hak;

o o

Keseimbangan hak dan kewajiban;
Keprofesionalan;
Partisipatif;

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

o Q —H~ o

Keterbukaan;

i. Akuntabilitas
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J. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
I. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang
digunakan untuk merespons berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut
bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah:
a. Partisipatif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat,
pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
b. Transparan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah  sebagai
penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga
negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik
yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan
sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk
mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa
tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
c. Responsif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar
dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait
dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan
tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam
pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Birokrasi wajib
mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi
sebagai klien.
d. Tidak diskriminatif
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh
dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas

dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan
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politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual,difabel, dan
sejenisnya.

. Mudah dan Murah

Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenubhi
berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang
mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai
persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk
dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk
mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal
ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk
memenuhi mandat konstitusi.

Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-
tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan
mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara
mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana,

tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.

. Aksesibel

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat
dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat,
terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan,
dan lain-lain) dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan
biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk

mendapatkan layanan tersebut.

. Akuntabel

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan
fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui
pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan
pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka

kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal
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kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara

vertikal), akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan

secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak
maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering
disebut sebagai social accountability.

i. Berkeadilan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah
memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi
warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang
lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu
menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan
dengan kelompok yang kuat.

Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan
kepuasan pengguna layanan. Berikut merupakan panduan perilaku atau kode etik
core values ASN Berorientasi Pelayanan:

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. Ramabh, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;

c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada
seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban
setiap individu,kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah
yang dipercayakankepadanya. Menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 yaitu menjamin terwujudnya perilaku
yang sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK, dimana perilaku tersebut adalah:
1) Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat,
disiplin, dan berintegritas tinggi;
2) Kemampuan menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara (BMN) secara

bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
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3) Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas

tinggi

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal,

akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan

akuntabilitas stakeholder.

Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)

Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang
seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah
yang menjadikan dirinya sebagaibagian dari solusi dan bukan masalah.
Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan
lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi
kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggungjawab untuk memberikan
arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan
hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab
untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Akuntabilitas Kelompok

Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam
hal ini tidak ada istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”. Dalam
kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan
semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam
sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja
organisasi yang diharapkan.

Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah
dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap
organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.
Akuntabilitas Stakeholder

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan

pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap
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kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi
pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan

bermartabat.

Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini
dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk
perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara
lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem
pengawasan (CCTV, finger prints, ataupun software untuk memonitor pegawai
menggunakan komputer atau website yang dikunjungi). Untuk memenuhi terwujudnya
organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus
mengandung dimensi:

o Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang diterapkan.

¢ Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan: apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang

cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses

dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme.
¢ Akuntabilitas program

Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yang

memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
¢ Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas

kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
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3. Kompeten

Kompeten ditunjukkan dengan sikap terus belajar mengembangkan
kemampuan dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu
berubah dan dapat membantu orang lain belajar untuk melaksanakan tugas dengan
kualitas terbaik panduan perilaku atau kode etik core values ASN Kompeten:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
b. Membantu orang lain belajar.
c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional
dan kompetitif. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan
mengembangkan kompetensi dirinya termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai
Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN,
meliputi:

o Kompetensi Teknis

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku

yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan

bidang teknis jabatan;
o Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/

perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin

dan/ atau mengelola unit organisasi;
o Kompetensi Sosial Kultural

Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/

perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan

pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi
dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh

hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
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4. Harmonis

Harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa
hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. ASN
diharapkan bersikap harmonis dalam lingkungan pekerjaan. Perilaku yang harmonis
tergambar dengan sikap saling menghargai dan peduli dengan sesamanya. Terciptanya
perilaku harmonis di lingkup pekerjaan akan berdampak pada keberhasilan tujuan,
tugas dan fungsi organisasi. domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja
secara keseluruhan. Dalam nilai dasar ASN, harmonis adalah saling peduli dan
menghargai perbedaan. Panduan perilaku atau kode etik core values ASN harmonis
ada 3, yakni :

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
b. Suka menolong orang lain:

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Dalam dunia nyata upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita
lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga
mengikutinya. Ibarat baterai yang digunakan untuk menggerakkan motor atau mesin
suatu masa akan kehabisan energi dan perlu di ‘charge’ ulang. Oleh karena itu upaya
menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan
jadi untuk selamanya. Upaya menciptalkan dan menjaga suasana harmonis dilakukan
secara terus menerus. Mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari
jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga
diantara personil dan stakeholder. Kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu
menyeseuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, sehingga menjadi habit/kebiasaan
dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku

kepentingannya.

5. Loyal
Bagi seorang ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak
terhadap cita-cita organisasi, dan lebih lebih kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa
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mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan
memengaruhinya. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan
dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan
tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena
ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri.

Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi
untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

e Taat pada peraturan;

Bekerja dengan integritas;
e Tanggung jawab pada organisasi;
e Kemauan untuk bekerja sama;
¢ Rasa memiliki yang tinggi;
e Hubungan antar pribadi;
o Kesukaan terhadap pekerjaan;
o Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan;
e Menjadi teladan bagi pegawai lain.

Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN. Nilai
ini bermakna bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara. Panduan perilaku loyal ada tiga, yaitu:

a. Memegang teguh Pancasila. UUD 1945, setia kepada NKRI dan

pemerintahan yang sah;

b. Menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara;

c. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara.

Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,
pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai
wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar para ASN mampu menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, dibutuhkan langkah-
langkah yang konkrit. Langkah tersebut misalnya melalui pemantapan wawasan
kebangsaan. Selain memantapkan wawasan kebangsaan, sikap loyal seorang ASN
dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan
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negara. Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk ASN terhadap bangsa dan
negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela

negara dalam kehidupan sehari-harinya.

6. Adaptif

Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan
hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptasi
juga dapat dimaknai dengan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan
tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri). Sejatinya tanpa
beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan
musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif
merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan.

Adaptif dalam nilai dasar ASN berarti terus berinovasi dan antusias dalam
menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku atau kode etik core
values ASN Adaptif antara lain :

a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.

b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

c. Bertindak proaktif.

Penerapan budaya adaptif akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi
berkinerja tinggi, dengan bercirikan antara lain:

a. Organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu, dinyatakan sebagai
'gagasan besar' sederhana, sebuah gagasan yang berhubungan erat dengan semua
staf, dan bangga untuk didiskusikan dengan teman dan kolega.

b. Terbangun suasana kepercayaan berbagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa
depan organisasi, di mana semua staf didorong untuk berpikir secara mandiri,
saling memperhatikan, ramah dan saling mendukung, dan bertindak dengan
kemanusiaan.

c. Terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling
menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain, bekerja dalam

tim yang merupakan tempat saling mendukung, di mana segala sesuatu

23



diperdebatkan tanpa sedikit penghinaan, di mana kritik individu dan kerja tim
disambut, dibahas dan di mana pelajaran dipelajari dan diimplementaikan.

ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide, pemikiran, stimulus yang tidak
diminta satu sama lain, dan di mana minat mereka pada pelanggan mereka
menawarkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, di luar kesopanan, dan di
luar layanan, menawarkan perhatian dan minat pribadi.

Unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada ASN, yang memberikan
kesempatan untuk pengembangan pribadi melalui pengalaman baru, dan yang
memperlakukan semua orang dengan adil dan pengertian.

Sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi -

secara intelektual, finansial, sosial dan emosional.

7. Kolaboratif

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi, atau antar

institusi dalam rangka pencapain tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara

independen. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih

digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan

kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan

collaborative governance dalam beberpa makna yang ide utamanya sama, yakni

adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam

penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Beberapa proses yang harus dilalui

dalam menjalin kolaborasi antara lain:

Trust building : membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi
Kolaboratif

Face tof face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-
sungguh;

Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing
ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama;

Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait

permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan

Menetapkan outcome antara.
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Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang
dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang
melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Junaidi (2015:8)
menyebutkan bahwa Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena
hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk
dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang
dihadapi oleh publik. Collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan
pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya
dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007:54). Lebih positif lagi
bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul
dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga Pendapat di
atas menyatakan bahwa collaborative governance muncul tidak begitu saja melainkan
dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya collaborative governance dapat dilihat
dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena
keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri.
Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu
lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu
lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga
bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan
munculnya konsep governance yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi
juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok
kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau
organisasi. Kompleksitas yang muncul pada peekembangannya berakibat pada kondisi
saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan
akan kolaborasi.

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan
pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai
tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.

Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan

25



yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang
relevan.

Pendekatan WoG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon
terhadap ilusi paradigma New Public Management (NPM) yang banyak menekankan
aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif
integrasi sektor. Pada dasarnya pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan
klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan
sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat
sektor. Sehingga WoG sering kali dipandang sebagai perspektif baru dalam
menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor.

Keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan,
pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada
pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Kolaboratif dalam
nilai dasar ASN adalah membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku atau
kode etik core values ASN kolaboratif ada 3, yaitu:

1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambabh;

3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kedudukan Dan Peran ASN Mendukung Smart Governance

Berdasarkan Modul Pelatihan Dasar Calon PNS yang diterbitkan oleh LAN,
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dapat dilihat dari perspektif Manajemen ASN
dan SMART ASN.
1. Manajemen ASN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, manajemen
ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi
pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara

yang unggul dan selaras dengan perkembangan jaman.
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Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka
menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis,
makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada
masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan
penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Berikut
beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan
kebijakanyang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi
dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan,
kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran,
dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk menjalankan
kedudukannya, maka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Fungsi,
Tugas, dan Peran, pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

a) Pelaksana kebijakan publik; melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b) Pelayan publik; memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas.

c) Perekat dan pemersatu bangsa; mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN juga mendapatkan hak. Dalam UU ASN,
hak PNS dan PPPK adalah sebagai berikut:
PNS berhak memperoleh:
1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

4. Perlindungan:
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5. Pengembangan kompetensi.
Sementara itu, PPPK berhak memperoleh:

1. Gaji dan tunjangan

2. Cuti;

3. Perlindungan:

4. Pengembangan kompetensi.

Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN
disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib
memberikan perlindungan berupa:

1. jaminan kesehatan;

2. jaminan kecelakaan kerja;

3. jaminan kematian; dan

4. bantuan hukum.

Selain hak yang diterima oleh ASN, ada pula kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh para ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang
bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya
diberikan oleh para ASN. Dalam UU ASN, disebutkan kewajiban Pegawai ASN antara
lain:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
yang sah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
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7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. ketidakpuasan pegawai.

2. Smart ASN

Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat
menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi
misi  Presiden Jokowi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Penilaiannya dapat ditinjau dari etis dalam mengakses media digital (digital ethics),
budaya menggunakan digital (digital culture), menggunakan media digital dengan
aman (digital safety), dan kecakapan menggunakan media digital (digital skills).

Salah satu prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia hingga 2024
yaitu mewujudkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkelas dunia. Untuk
mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), telah mencanangkan pembangunan
“Smart ASN” 2024. Hal ini menjadi pondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik khususnya di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0.

Dalam menghadapi Era Digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan percepatan penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Hal ini berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, bahwa salah satu mandat yang harus segera
dilaksanakan adalah percepatan SPBE. Selain itu, juga menjadi amanat dari Pasal 349
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Penerapan sistem berbasis elektronik dan terpadu akan membawa perubahan
yang cepat dan dinamis bagi pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong
percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial menjadi salah
satu kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik. Generasi milenial

yang relatif “open minded”, cerdas, dan inovatif, didukung dengan karakteristik
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“Smart ASN” yang memiliki jiwa nasionalisme; integritas; wawasan global;
komunikasi; keramahan; jejaring; dan wirausaha, akan membawa perubahan bagi
pelayanan publik. Selain itu, komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan
berkolaborasi dengan semua stakeholders adalah upaya untuk menciptakan inovasi di
bidang pemerintahan.

Kedudukan dan Peran ASN dalam mendukung Smart Governance tidak lepas
dari SMART ASN dan Manajemen ASN. SMART ASN adalah pegawai dengan
kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi beradaptasi dengan teknologi
untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan Manajemen ASN adalah pengelolaan
ASN untuk menghasilkan ASN ynag professional, memiliki nilai dasar, etika profesi,

dan anti korupsi.
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BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI

Identifikasi dan deskripsi isu

Penulis saat ini ditempatkan di unit kerja Biro Perencanaan dan Manajeman
Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan
selama ditempatkan di unit tersebut, telah ditemukan 4 (empat) isu yang berkaitan
dengan unit kerja. Berikut merupakan isu yang penulis angkat di unit kerja Biro
Perencanaan dan Manajemen Kinerja, khususnya pada kelompok substansi Evaluasi

dan Pelaporan, antara lain:

1. Belum Efisiennya Proses Penyusunan Bahan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)

Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2021, salah satu tugas dari
kelompok substansi Evaluasi dan Pelaporan di unit kerja Biro Perencanaan dan
Manajemen Kinerja adalah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Salah
satu kegiatan yang baru-baru ini gencar dilakukan adalah pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan TP pada Dinas Provinsi yang membidangi
Ketenagakerjaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait
penyerapan anggaran, capaian output, dan nilai IKPA pada kegiatan dekonsentrasi
tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk
mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas, melakukan
konfirmasi ulang capaian output, serta memberikan masukan terhadap kinerja
penyerapan anggaran dan nilai IKPA untuk perbaikan pada penyelenggaraan tahun
berjalan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, tim yang akan melakukan kegiatan
tersebut terlebih dahulu harus menyusun bahan paparan yang akan dipresentasikan
serta didiskusikan ketika datang ke Dinas Provinsi yang bersangkutan. Akan tetapi,
karena kegiatan ini masih terbilang cukup baru, hanya sebagian anggota saja yang
sudah memahami cara penyusunan 